BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 4| TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanj Tahun Anggaran 2024, perlu
ditetapkan Peraturan B tang Penjabaran Perubahan
elanja Daerah Tahun Anggaran

Anggaran Pendap dan
2024,
Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Un g-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;
2. Undang-U Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
) Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
¥y N Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No 4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
embentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
abupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran ara Republik
Indonesia Nomor 4028);
h 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 T S5 tentang
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan um (Lembaran
Negara Republik Indonesia n 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Ta 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerint 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuang Layanan Umum (Lembaran

Negara Republily Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembagan Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

10. Peraturam, Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan an Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indefiesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

an Negara Republik Indonesia Nomor 4972)

a telah beberapa kali diubah terakhir dengan

ran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

hun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
litik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
omor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

£ \/4\&




14.

15.

16.

1'F.

19.

20.

21,

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investas ah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 754);

omor 36 Tahun 2018
ganggaran Dalam
ja Daerah, dan Tertib
luran, dan Laporan

Peraturan Menteri Dalam Ne
tentang Tata Cara Penghitun
Anggaran Pendapatan dan Be
Administrasi Pengajua
Pertanggungjawaban
Partai Politik (Berita Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan MenteffjDalam™ Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan“atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
tib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
d Laporan YPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
K Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Ta 2020 Nomor 1777);

. Perafiran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
erita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang
Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);
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22. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
621/KPTS/BPKAD/2024 tentang Hasil Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan
Peraturan Bupati Ogan llir tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten n
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah elanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana keuangan tahunan peme erah yang dibahas
dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD{serta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan yang
Kepala Badan Pengelolaan dan Aset
melaksanakan pengelolaan APBD%dan be
Daerah.

a disingkat PPKD adalah
aerah yang mempunyai tugas
dak sebagai Bendahara Umum

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Pe ilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah.

7. Badan Pengelola euangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Ba elolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.

8. Tim Angg Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yangfdib dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah y mefnpunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Bupati dala angka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencanaan, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat
lain sesuai dengan kebutuhan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi PD yang dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian fungsi PD.

11. Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya

untuk priode 1 (satu) tahun.




12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula
sebesar Rp. 1.671.805.870.019 bertambah sebesar Rp. 267.334.028.546
sehingga menjadi Rp. 1.939.139.898.565 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. semula Rp. 1.669.005.870.019

b. bertambah / (berkurang) Rp. 219.903.751.211

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.888.909.621.230
2. Belanja daerah

a. semula Rp. 1.645.805.870.0

b. bertambah / (berkurang) Rp. 257.916.6

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.

3.722.550.665
3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) semula R 2. .000.000
2) bertambah / (berkurang) Rp. W47.430.277.335
Jumlah penerimaan pembiayaan sete
perubahan Rp. 50.230.277.335
b. Pengeluaran pembiayaan
1) semula p. 26.000.000.000
2) bertambah / (berkurang) p. 9.417.347.900
Jumlah pengeluaran pem aam setelah Rp. 35.417.347.900
perubahan
Jumlah pembiay o setelah perubahan Rp. 14.812.929.435
Sisa lebih pembia; aran setelah perubahanRp. 0
Pasal 3
Uraian lebih lanjutfPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana di sud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, rincian bbjek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

2. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3. Lampiran Il Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah

berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi
hibah.

4. Lampiran IV  Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta

SKPD pemberi bantuan sosial.




5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang
diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan.

6. Lampiran VI Daftar nama  penerima, alamat dan  besaran
alokasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten,
kota dan desa.

7. Lampran VII Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD
yang disajikan berdasarakan sumber dana.

8. Lampiran VIII  daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP.
9. Lampiran IX Daftar alokasi anggaran dana bos per sekolah.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapk alam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan armggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan p g-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad
Agar setiap orang mengetahuinya, jnemeri kan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya d&Ben a Daerah Kabupaten Ogan llir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal (8 Sptembar 2024
BUPATI OGAN ILIR,

iundangkan.

dto
PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan dralaya
pada tanggal tober 2024
SEKRETARIS
KABUPATEN OG IR,
dto
MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 4\

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABJPATEN OGAN ILIR,

IMTIANA, SH,




